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GUBERNUR KALIMANTAN_BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR: ' TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMBAGIAN TUGAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

r 

r 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa agar pcnyc]cnggaraan pcmbangunan daerah di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 
khususnya kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat 
terlaksana secara efisien dan efcktif sesuai peraturan 
perundang-undangan perlu disusun pembagian tugas 
Organisasi Perangkat Daerah dalam pengendalian 
pembangunan dilingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat; 

b. bahwa pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a perlu pengaturan secara menyeluruh dan jelas 
sesuai kewenangan pada Organisasi Perangkat Daerah 
yang ada guna memudahkan dalam pelaksanaannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Pembagian Tugas Organisasi 
Perangkat Daerah Dalam Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Dacrah Yang Bcrsumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Dacrah 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, KaJimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan 
evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi 
rancangan peraturan daerah ten tang rencana 
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana 
pembangunan jangka menengah, serta tata cara 
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, 
rencana pembangunan jangka menengah daerah dan 
rencana kerja pemerintah daerah {Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); 

9. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 122); 

10. Peraturan Gubemur Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 9); 
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II. Peraturnn Oubwmnur Honor '! 'Tahun '016 twntan 
Kedudkmn, Snunan Or;mini, 'Ty; «dam uni swrt 
lntn crjn Slenrint Dacrah rovini /alirnnntan arat 
cbapaimann trlah diubah hcbrrapaali, trrahir den; 
eraturn Gubwrnur Honor 69 Tahun '01 tcntan 
erubahan Kedua ntnn 'rrnturan Gubernur lomor 95 

'Tnhun '2016 trntan Keldukan, Suunan Or;mi9n9i, 
Tua dan Funpi nertn 'Tata Krrja Sckrctarint Darrah 
Provinni Kalirmantan Marat (eritn Darrah rovinsi 
Kalimantan :rat 'Tahun 201% lomnor 6'J). 

M EMU'TUSKAI: 

r 

Menetapkan PERA'TUAN GUIENU 'TENTANG PEMPAGIAN TUGAS 
ORGANISASI PEANCKAT DAERAH DALAM PENGENDALIAN 
DAN EVALUASI PEMPANGUNAI DA~AH YANG 
ERSUMER DAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH. 

A I 

KE'TEN'TUAN UMUM 

asal 1 

r 

r 

Dalam Peraturan Gubcrnur ini, yang dimaksud dcnan: 

1. Dacrah adalah Provinsi Kalimantan Barat; 
2. Pemcrintah Dacrah adalah Gubcrnur scbagai unsur pcnyelcnggaraan 

Pemerintah Dacrah yang mcmimpin pclaksanaan urusan pcmerintahan 
yang menjadi kcwcnangan Pcmcrintah Provinsi Kalimantan Barat; 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat; 
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat; 
5. Sekrctaris Dacrah adalah Sckretaris Dacrah Provinsi Kalimantan Barat; 
6. adan Perencanaan Pembangunan Dacrah yang sclanjutnya discbut 

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah Provinsi 
Kalimantan Barat yang bertugas mcmbantu Gubcrnur melaksanakan unsur 
penunjang pcmcrintahan yang menjadi kewenangan dacrah dan tugas 
pembantuan di bidang percncanaan pcmbangunan dacrah; 

7. Badan Pengelola Kcuangan dan Pendapatan Dacrah yang selanjutnya 
disingkat BPKPD adalah Badan Pengclolaan Keuangan dan Pendapatan 
Dacrah Provinsi Kalimantan Barat bertugas mcmbantu Gubernur 
mclaksanakan fungsi pcnunjang pcmcrintahan yang menjadi kewenangan 
dacrah di bidang pengclolaan kcuangan dan pcndapatan daerah; 

8. Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa yang 
sclanjutnya disebut Biro APPBJ adalah Biro Administrasi Pembangunan dan 
Pengadaan Baran/Jasa Sekretariat Dacrah Provinsi Kalimantan Barat 
bcrtugas bcrtanggungjawab, mcmbina, memfasilitasi, menyclcnggarakan 
mcngawasi, mcngcvaluasi dan mengcndalikan kegiatan serta 
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mengkoordinasikan kebijakan perangkat daerah di bidang administrasi 
pembangunan dan pengadaan barang/jasa; 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun; 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJ MD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) 
tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan 
Kepala Daerah; 

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode l (satu) tahun; 

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan 
RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun; 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat; 

15. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program dan kegiatan Perangkat Dacrah serta pembiayaan sebagai 
dasar penyusunan APBD; 

16. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan 
untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai 
dengan rencana yang ditetapkan; 

17. Fasilitasi adalah dukungan pemerintah daerah dalam membantu 
memudahkan penyelenggaraan kegiatan pembangunan; 

18. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, 
keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun penyelenggaraan 
pembangunan daerah; 

19. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana 
pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang 
timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini 
mungkin; 

20. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 
(input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan 
standar; 

21. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang diselenggarakan oleh 
lnstansi/unit kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat; 

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah; 
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23. Kcgiatan adalah baian dari program yang dilasanakan oleh sztu ztau 
bcbcrapa satuan kerja sebaai baian dari prncapaian szsaran trruur 
pada suatu program dan trrdiri dari wumpulan tindazn pengerahan 
sumbcr daya baik yang bcrupa peronil (surnber daya manusiaj, baren 

· · · modal termasuk pcralatan dan tcknoloi, dana, atzu omnoinas: car 
bcbcrapa atau kescmua jcnis surber daya tersbut srbapi mzsukzn 
(input) untuk mcnhasilkan cluaran (output) dalam brntuk barang/jsz: 

24. Organisasi Perangkat Dacrah yang srlanjutnya disingkat OPD adalah 
Perangkat Dacrah yang bcrtangung jawab terhadap prlasanaan tuas 
pcmerintahan di bidang tertcntu di dacrah Provinsi Kalimantan Barat; 

25. Daftar Pelaksanaan Anggaran yang swlanjutnya disingat DPA atau 
dokumen lain yang dipcrsamakan dengan DPA adalah suatu dokumen 
pclaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala OPD berfungsi sebagai ­ dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen penduung 
kegiatan akuntansi pcmerintah; 

26. Pelaporan pclaksanaan pembangunan adalah penyampaian laporan 
pclaksanaan kegiatan pembangunan. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud disusunnya pcmbagian tugas OPD dalam pengendalian dan evaluasi 
pembangunan daerah yang bersumber dari APBD ini adalah untuk memudahk.an 
penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 

Pasal 3 

Tujuan disusunnya pembagian tugas OPD dalam pengendalian dan evaluasi 
pembangunan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tugas. 
fungsi dan peran masing­masing OPD dalam penyelenggaraan tugas dibidang 
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 

BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 

Bagian Kesa tu, 

Ruang Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang bersumbe 
dari APBD yaitu: :r 
a. Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah· 
b. Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan 
c. Pengcndalian dan evaluasi Hasil Pembangunan Daerah. " 
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Pararnf I 

Pengcndalian dan Evaluaai Pcrcncanaan Pembnnpunan Dacrh 

Pasnl 5 

(l) Setiap OPD mclaksanaknn Pcncndalian dan cvaluasi pcrcncnnan 
pcmbangunan dacrah tcrhadap : 
a. RENSTRA Pcrangkat Dacrah; 
b. RENJA Pcrangkat Dacrah; dan 
C. RKA. 

(2) BAPPEDA sclain mclaksanakan pcngcndalian dan cvaluasi acbaaimana 
yang dimaksud pada ayat I (satu) juga mclaksanakan Pcncndalian dam 
evaluasi Perencanaan Pcmbangunan Dacrah yan mcliputi: 
a. RPJPD; 
b. RPJMD; don 
c. RKPD. 

(3) BPKPD sclain mclaksanakan pcngendalian dan evaluasi scbagaimana yan 
dimaksud pada ayat l (satu) juga mclaksanakan Pcngcndalian dan cvaluasi 
Perencanaan Pcmbangunan Dacrah yaitu Pcngendalian Rancangan APBD. 

Paragraf 2 

Pengendalian dan Evaluasi Pclaksanaan Pembangunan Dacrah 

Pasal 6 

(1) Gubernur melalui Sekrctaris Dacrah melakukan pengendalian dan Evaluasi 
dalam pelaksanaan pembangunan dacrah. 

(2) Biro APPBJ membantu Sckrctaris Dacrah dalam kegiatan Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Dacrah yang dilaksanakan olch 
seluruh OPD dalam bcntuk fasilitasi, koordinasi, monitoring dan cvaluasi. 

(3) Fasilitasi, koordinasi dan monitoring tcrhadap pcngcndalian dan Evaluasi 
pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan mcliputi seluruh kegiatan 
pembangunan tahun berjalan. 

(4) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan dacrah dapat 
dikclompokkan atas 2 (dua) kategori yaitu : 
a. Pengendalian dan Evaluasi pclaksanaan pembangunan daerah yang 

bersifat insidentil dan langsung ke lokasi/lapangan; dan 
b. Pengendalian dan Evaluasi pclaksanaan pembangunan dacrah yang 

dilaksanakan secara rutin melalui rapat koordinasi dan evaluasi 
laporan. 
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Paragraf 3 

Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pem ban gun an Daerah 

PasaJ 7 

OPD yang bertanggungjawab terhadap pengendalian dan Evaluasi hasil 
pembangunan daerah adalah : 
a. BAPPEDA Provinsi Kaliman tan Ba rat dalam hal pengendalian dan Eva1uasi 

hasil pembangunan daerah yang meliputi dokumen perencanaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); 

b. BPKPD dalam hal pengendalian dan Evaluasi hasil pem ban gun an daerah 
dalam bentuk laporan keuangan; 

c. Biro APPBJ dalam hal pengendalian dan Evaluasi basil pembangunan 
daerah dalam bentuk laporan realisasi keuangan dan fisik, serta 
perkembangan pelaksanaannya. 

(1) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Pembangunan daerah 
dilakukan secara berkala yaitu; bulanan, triwulanan, semesteran dan 
tahunan. 

(2) Penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh OPD kepada Gubernur melalui : 
a. BAPPEDA untuk laporan sebagaimana pasal 7 huruf a; 
b. BPKPD untuk laporan sebagaimana dalam pasal 7 huruf b; dan 
c. Biro APPBJ untuk laporan sebagaimana pasal 7 huruf c. 

Bagian Kedua 

Tahapan Pelaporan 

r Pasal 9 

Laporan Bulanan disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Laporan Triwulan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sesuai 
ketentuan pera turan perundang-undangan. 

(3) La.poran semesteran disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Laporan Tahunan disampaikan pada akhir Tahun Anggaran. 
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

disampaikan kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dan tembusannya disampaikan 
kepada BAPPEDA, BPKPD dan Biro APPBJ. 

(6) Laporan Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi : 
a. Laporan penyelenggaraan Dokumen perencanaan Tahunan; 
b. Laporan penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan daerah sesuai 

Perencanaan yang ditetapkan dan Realisasi Anggaran beserta 
perkembangan pelaksanaannya sarnpai akhir Tahun; 
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c. Laporan keuangan meliputi seluruh laporan Akuntansi keuangan yang 
terdiri dari: 
1. Neraca; 
2. Laporan Operasional (LO); 
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk). 

BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal ' jr·:+ 2019 

­GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,] 

Diundangkan di Pontianak 
d al . ...... . . 

pasta tangg ' rt 2019 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN BARAT, 

SYARIF KAMARUZAMAN 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR: .J ..,, 

Dipindai dengan CamScanner 


